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Berdasarkan pasal 9 huruf (a) Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 
dijelaskan bahwa paralegal sebagai sebuah tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh 
Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum untuk memudahkan dalam memberikan 
bantuan hukum, munculnya fenomena paralegal dikarenakan  dibutuhkan 
lingkungan masyarakat mengingat banyaknya permintaan dari masyrakat dalam hal 
penyelesaian permasalahan hukum meskipun hal ini belum diatur secara khusus 
dalam peraturan perudang-undangan mengenai definisi paralegal. Penelitian ini 
dilakukan utuk mengetahui sejauh mana peranan paralegal dalam memberikan 
bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi terhadap orang miskin atau tidak 
mampu dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 jo 
Putusan MK No. 88/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 
yuridis sosiologis, sumber data primer diperoleh dari lapangan dan sumber data 
sekunder diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, teknik pengumpulan 
datanya berupa wawancara dengan instansi terkait seperti POLRESTA Malang 
Kota, Kejaksaan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang dan Lembaga 
Bantuan Hukum. Penelitian dilakukan ke Lokasi Penelitian yang dipilih 
berdasarkan populasi sekaligus sampel yang secara purposive sampling. Kemudian 
dari hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan 
penelitian yang penulis lakukan bahwa paralegal berperan dalam mewujudkan 
akses terhadap keadilan bagi setiap orang terutama orang miskin atau tidak mampu 
agar memperoleh jaminan dalam pemenuhan haknya atas bantuan hukum. Paralegal 
dalam memberikan bantuan hukum masih terkendala dengan aturan hukum, karena 
sejauh ini belum ada aturan yang khusus mengatur tentang paralegal terkait tugas, 
pokok dan fungsi paralegal. Peran paralegal secara litigasi masih belum bisa 
dilakukan karena para penegak hukum dari kejaksaan dan pengadilan belum bisa 
memberikan akses kepada paralegal,  secara non-litigasi paralegal sangat berperan 
aktif dalam upaya memberikan bantuan hukum berdasarkan PP No. 42 tahun 2013. 
Paralegal untuk dapat beracara haruslah ada perubahan terhadap Undang-Undang 
Bantuan Hukum yang kemudian menjadi dasar paralegal dalam memberikan 
bantuan Hukum secara litigasi. 
 
Kata Kunci : Paralegal, Bantuan Hukum, Litigasi/Non-litigasi 
  
ABSTRACTION 
Name  :  Muhammad Berkah Aulia 
NIM  :  201310110311033 
Title                :  Implementation of Article 9 Letter (A) of Law Number 16 
Year 2011 Concerning Legal Aid Related Paralegal Role In 
Providing Legal Assistance In Litigation And Non-Litigation 
in Society (Study in Malang City District Court and 
Consultation and Legal Aid Institute Of Malang) 
Advisor          :  Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum      
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Based on Article 9 letter (a) Number 16 of 2011 on Legal Assistance, it is explained 
that paralegals as a task and work provided by Advocates or Legal Aid Institutions 
to facilitate the provision of legal assistance, the emergence of paralegal phenomena 
due to the needs of the community because of high demands from the community 
regarding the problem of settling legal issues although this has not been specifically 
regulated in the rules of the law on the definition of paralegals. This research is 
conducted to know the extent of paralegal's role in giving legal aid in litigation and 
non-litigation to the poor based on Law Number 16 of 2011 jo MK's Decision no. 
88 / PUU-X / 2012. This research uses sociological juridical approach method, 
primary data source obtained from field and secondary data source obtained from 
book, legislation, data collection technique in the form of interview with related 
institution like POLRESTA Malang City, Malang State Court, Malang District 
Court and Institution Legal Aid. The research was conducted to the selected 
research sites based on the population as well as the samples by purposive sampling. 
Then from the results of these studies are analyzed by descriptive-qualitative. Based 
on the research which the authors do that the paralegal plays a role in realizing 
access to justice for everyone, especially the poor to obtain a guarantee in the 
fulfillment of their right to legal aid. Paralegals in providing legal aid are still 
constrained by the rule of law, because so far there are no specific rules governing 
paralegals related to the task, principal and function of paralegal. The role of 
paralegal in litigation is still not biased because law enforcers from prosecutors and 
courts have not been able to provide access to paralegals, non-litigation paralegals 
play an active role in providing legal assistance based on PP no. 42 of 2013. 
Paralegals to be lawyers must be amended by the Legal Aid Law which then 
becomes the basis of paralegal in providing legal assistance in litigation. 
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